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 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang Tinjauan Pelaksanaan 
Remunerasi Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kejaksaan 
Negeri Palangkaraya, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan remunerasi 
membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan disiplin pegawai negeri sipil 
di Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa point penting 
sebagai berikut : 
1. Pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Palangkaraya merasa puas dengan 
perubahan gaji atau pendapatan setelah adanya remunerasi. Kepuasan terhadap 
gaji atau pendapatan ini  mempengaruhi tingkat disiplin para pegawai. 
2. Berkurangnya jumlah pelanggaran disiplin setelah adanya remunerasi. Hal ini 





dalam kelas jabatan atau grade yang akan menentukan besar tunjangan kinerja 
yang diterima oleh pegawai di Kejaksaan Negeri Palangkaraya. 
B. Saran 
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka saran – saran yang dapat 
diajukan sebagai berikut : 
1. Tingkat disiplin yang sudah semakin membaik di Kejaksaan Negeri Palangkaraya 
perlu dipertahankan dan semakin ditingkatkan lagi, di mana para pegawai 
dihimbau untuk tidak cepat merasa puas dengan kinerja yang dicapai, tetapi selalu 
berusaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. 
2. Kepuasan pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Palangkaraya terhadap gaji 
atau pendapatan setelah remunerasi, diharapkan tidak berlangsung sementara 
waktu saja, tapi seterusnya agar kedisiplinan para pegawai tidak menurun dan 
terus meningkat. 
3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor gaji atau pendapatan sangat 
berpengaruh pada tingkat disiplin pegawai, sehingga menjadi satu masukan bagi 
pembuat kebijakan untuk memperhatikan kedua hal tersebut agar dapat diterapkan 
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